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Korupsi Masif
Tuntut Terap: Kejut

Berbagai reformasi dan digitalisasi tidak akan melahirkan
perubahan yang mendasar, kecuali disertai kebijakan yang
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ENTER] Koordinator Ke-
maritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan
kembali melontarkan
pernyataan kontroversial anal pembe-
rantasan korapsi (PE), Tamerminta ma-
syarakat tidak hanya menilai kinerja
Komisi Pemnberantasan Korupsi (KPK)
dari jumlah orang yang ditangkap.

"Iy kampungan, menurul sava
kalau pemikiran itu ndeso.” kata
Luhurt di sela acara diskust Strategl
Nasional (Stranas) PE di kanter Komisi
Pemberantasan Korupsi, Jakarta,
Selaza (18/7). Kepemimpinan KPK
di bawah Firli Bahuri dinilainya
telah cukup haik antara lain dengan
adanya sistem digitalisasi vang biza
mengurangi potensi korupsi, seperti
pengadaan dengan e katalog.

Namun, setelah memuji KPK.
Luhut juga sempat menyampaikan
pesimisme hahwa korupsi tidak
mungkin diberantas hahis, "Bilang
hahis korupsi im bohong, nan kau di
surga saja,” kata Luhut,

Pernyataan Luhut memuji KPK di
tengah kinerja lembaga antdrasuah
vang dizorcl seperti jauh panggang
dord apl. Faktadarhhask] Transparency
International (11) pada 2022, sker
indeks persepsi korupsi (TFE) Indonesia
sehesar 34 dari 100 dan herada pada
peringkat 110 dari 180 negara yang
disurvei. Skor tersebut turun 4 poin
dari Z021, menjadikan penurunan
paling drastis sejak 1905,

Penclid Pusar Kajlan Antikoerapsi
(Pukat) Zaenur Rohman mengingatkan
pencegahan don pendndakan tidak
hisa dipisahkan dalam pemberantasan

mengagetkan.

Pernyataan Luhut
memuji KPK di tengah
kinerja lembaga
antirasuah yang
disorot seperti jauh
panggang dari api.

korupsi. la menilai saat ini penindakan
justru merupakan pencegahan
paling efektil karena memberikan
shock teraphy (terapi kejut) atauw
pembelajaran bagi para pihak yang
melakukan rindak pidana kerupsi,
Terlebih lagi, ujarnya. korupsi di
Indenesia masih sangat masif terjadi
di berhagai sektor.

"Ini pernyataan yvang kesckion
kali. pernyataan Pak Luhut sangat
berbabaya dan menunjukkan betapa
prohlematiknya pemahaman dan spirit
antikorupsi pejabat di Indonesia,” ujar
Faenur, Sabtu (23/7).

Atas berbagai peristiwa tindak
pidana korupsi yvang terjadi, terang
Zenur, tdak mungkin penegak hukum
melakukan pembiaran dengan dalih
berfekus pada pencegahan, Tanpa
ada salu pemicu seperti O dalam
penindakan korupsi, sangat sulic
mendarong terjadinya perubahan
sErem.

Apalagi, terang Zenur, dengan status
gueo sehingpa para pejabat vang sangat
nyaman di pucuk pemerintahan atau
para penegakon hulum melakukan
kerja biasa, ia menyakini tidak akan
ada perubahan.

“Meskipun dicanangkan herhagai

reformasi dan digitalizasi, it semua
tidak akan melahirkan perubahan
vang mendasar, Kebanyakan sekadaor
ada [program), perubahan mendasar
justru akan terfodi ketikn ada situast
yang mengage lkan dan shook di sebuah
organisasl” paparmya,

Lecehkan hukum

Senada, peneliti Indonesia Cormiption
Watch (TCW) Kurnia Ramadhana
mengatakan pemberantasan korupsi
tdalk bisa hanva mengedepankan
pencegahan, tetapi juga hams berjalan
beriringan dengan penindakan.
Penindakan pun merupakan proses
hukum yang dijaomin peraturan
pprundnng-undﬂngnn I'iHI.'\ hermuara
pada proses persidangan,

“Apakah yang ia (Luhut) maksud
drama it adalah proses hukum di
hadapan persidangan? Jika itu vang
in maksud, Saudara Luhut telah
melecehkan hukum,” ujar Kumia.

Kurnia lantas menvinggung
sitnasi pemberantasan korupsi di
Indonesia yang dinilal dalam fase
mengkhawatirkan, terlihat dari
mercsemyaindeks TPK Indonesia. Selain
itu, masyarakat melihat bahwa ada
persoalin krishs integrites di abuh KPK.
"KFK vang Saudara Luhut banggakan
frw thedade Il dipe reava oleh masyarakat
Apa vang dibanggakan? Kualitas
penindakan jeblok, kuandtasnya anjlok,
rentetan pelanggzaran kode etik, haik
level pimpinan mavpun pegawai, silib
herganti,” papar Kurnia.

1CW berharap para pejabat publik
tidak melontarkan pernyataan yang
kontroversial atau asal bicara vang
menunjukkan kurangnya pemahaman
terhadap kondisi korupsl vang masif,
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